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ABSTRAK

Dewasa ini, penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa

tapi juga kepada anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang

kemudian disingkat menjadi UU SPPA mempunyai sistem khusus yaitu diversi.

Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses

peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam

lingkungan sosial secara wajar. Diversi dapat diterapkan apabila telah memenuhi

kriteria yang diatur dalam UU SPPA, yaitu, diancam dengan pidana penjara

dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Undang-

Undang Narkotika yang kemudian disingkat menjadi UU Narkotika memiliki

sanksi yang berat, yang diterapkan juga kepada anak apabila anak berhubungan

dengan narkotika. Namun UU SPPA harus tetap diterapkan apabila tindak pidana

narkotika dilakukan oleh anak yang artinya sistem diversi harus diterapkan.

Namun pada praktek yang terjadi, terdapat anak khususnya sebagai pelaku

penyalahgunaan narkotika yang tidak mendapatkan kesempatan diversi karena

adanya kriteria diversi yaitu diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun

namun UU SPPA tidak menjelaskan apabila seorang anak didakwa dengan

dakwaan alternatif yang diatas 7 tahun dan dibawah 7 tahun. Serta penerapan

diversi yang belum mengatur bagaimana pelaksanaan dalam musyawarah diversi

sedangkan dalam tindak pidana narkotika dalam hal sebagai pemakai, pelaku

dianggap sebagai korban. UU Narkotika dirasa belum mengikuti perkembangan

yang ada khususnya belum menyesuaikan dengan adanya UU SPPA yang berlaku

untuk anak. Sedangkan anak sebagai penerus bangsa seharusnya diberikan

perlindungan dan diupayakan berbagai cara agar anak tidak dipidana menghindari

adanya stigmatisasi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentuk undang-undang dalam berbagai perundang-undangan

menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit”

tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud

dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak

pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat

dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah

manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.1

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan dari hukum pidana adalah untuk

memenuhi rasa keadilan.2 Adapun fungsi hukum pidana menurut Prof. Sudarto

fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yang pertama fungsi

umum yaitu hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena

itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu

untuk mengatur hidup kemasyarakatan. Kedua fungsi yang khusus bagi hukum

pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang

hendak memperkosanya (rechtsguterschutz) dengan sanksi yang berupa pidana

yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada

cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu yang tragis (suatu

yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai mengiris

dagingnya sendiri atau sebagai pedang bermata dua, yang bermakna bahwa

hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum

(misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan). Namun, jika terjadi

pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan

(menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa

hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

1 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
1997, Hal 181.
2 Wirjono Prodjodikoro, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Aditama,
Hal 22.
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Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat kontrol sosial fungsi hukum

pidana adalah subsidair.3

Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari

proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang

berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam

lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam

bagian Penjelasan Umum UU SPPA. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses

diversi adalah :

“Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak
dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing
Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan
Keadilan Restoratif”.

Bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara

Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sebagaimana disebut

dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA. Diversi itu hanya dilakukan dilaksanakan

dalam hal tindak pidana yang dilakukan [Pasal 7 ayat (2) UU SPPA]:

a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan

b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Hal serupa juga dikatakan dalam sebuah tulisan, Penerapan Diversi dalam

Persidangan Anak yang dibuat oleh Sofian Parerungan dijelaskan bahwa proses

diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang tidak ditahan karena anak yang

dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, sedangkan proses diversi hanya

diterapkan terhadap anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh)

tahun. Sofian menambahkan, hal lainnya yang dapat saja terjadi adalah

sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak (“PERMA 4/2014”), hakim anak wajib mengupayakan

diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana

3 Soedarto. 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Soedarto FH – UNDIP, Semarang. Hal 42.
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yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat

dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).4

UU SPPA mendefenisikan anak di bawah umur sebagai anak yang telah

berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang

terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA);

b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) (Pasal 1 angka 4

UU SPPA); dan

c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) (Pasal 1 angka 5 UU

SPPA)

Anak yang akan dibahas dalam hal ini adalah anak yang menjadi pelaku tindak

pidana menurut Pasal 1 angka 3 UU SPPA

“ anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetap belum

berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak

pidana “

Menurut Retnowulan Sutianto (Hakim Agung Purnabakti),

perlidungan anak merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional.

Melindungi anak adalah melindungi manusia dan membangun manusia

seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan

manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah

perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan

nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan

berbagai permasalahan sosial yang dapat menganggu penegakan hukum,

ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, perlindungan

anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan

nasional yang memuaskan.5

Salah satu permasalahan hukum yang telah diundangkan adalah

tentang penyalahgunaan narkotika. Pengaturan tentang penyalahgunaan

4 http://pn-bangil.go.id/data/?p=207,diakses pada 19 Mei 2017 pukul 15.25 WIB.
5 Romli Atmasasmita. 2007. Peradilan Anak di Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Hal 33.
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narkotika telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia ternyata tidak saja dilakukan oleh

orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak-anak.  Dalam Undang-

Undang Narkotika juga terdapat beberapa pasal pengecualian yang khusus

diberlakukan terhadap orang yang belum cukup umur (anak) sehingga

berlakunya sanksi pidana dalam Undang-Undang Narkotika terhadap anak

harus diberlakukan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak. Hal ini sebagai

konsekuensi adanya asas lex specialis derogat legi generalis.6

Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari

tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana

terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang

dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak

secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa,

selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak

dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak

diusahakan bagaimana haknya dilindungi oleh hukum. Anak yang diduga

keras telah melakukan tindak pidana diproses melalui Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atas

perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

Anak. Peradilan Anak yang ditangani oleh penyidik khusus menangani

perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim

khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini

sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak

terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.7

6 Koesno Adi. 2015. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak.Malang: Setara Press. Hal 23.
7 Mulyana W. Kusuma. 1986. Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta: CV. Rajawali, Hal 3.
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Sebagai contoh konkrit dapat dilihat dari putusan mengenai kasus

pidana narkotika anak, Majelis Hakim memutus Putusan Nomor

354./Pid.B/20014./PN.Cbi 8

“ Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 111 ayat t (1)

undang – Undang No. 35 tahun 2009 dalam dakwaan kedua Penuntut

Umum telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa

harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana yang didakwakan. Menjatuhkan pidana penjara kepada

Terdakwa AGUNG KARYATNO BIN LAHAKKING dengan pidana

penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp.1.000.000.000 (satu

milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti

pidana penjara selama 1 (satu ) bulan penjara “

Dalam putusan  lain mengenai perkara yang serupa, hakim memutus: Nomor : 12

/ Pen.Pid.Sus-Anak /Diversi/ 2015 / PN.Srg.-

“ 1, Memerintahkan Para Pihak untuk melaksanakan kesepakatan Diversi

tersebut;

2.Memerintahkan hakim anak untuk menerbitkan surat penetapan

penghentian pemeriksaan perkara pidana Nomor 12/Pid.Sus-

Anak/2015/PN.Srg., setelah kesepakatan Diversi tersebut dilasanakan;9

3. Memerintahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis

ganja sebanyak 2 (dua) linting kertas warna warna putih berisikan

bahan/daun dengan berat netto ± 0,5333 gram, dirampas untuk

dimusnahkan. “

Dapat dilihat dari kedua kasus di atas, masih belum adanya

kesepahaman antara Hakim-hakim di Indonesia kriteria apa yang harus

dipenuhi agar sistem diversi dapat dilakukan terhadap anak. Dalam

memutus suatu perkara, Hakim memutus berdasarkan surat dakwaan dan

8 Putusan Nomor 354./Pid.B/20014./PN.Cbi
9 file:///Users/syafiamufnidarsih/Downloads/12_Pid.Sus-Anak_2015_PN.Srg%20(1).pdf diakses
pada 20 Mei 2017 pukul 20.03.
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keyakinan hakim sesuai bukti-bukti dalam persidangan, namun bagaimana

apabila dalam surat dakwaan subsidair diancam dengan pidana penjara

dibawah 7 tahun, sedangkan dalam dakwaan primair diancam denngan

pidana penjara diatas 7 tahun, bagaumana fungsi diversinya dapat

diberlakukan. Meskipun disebutkan bahwa hakim anak wajib

mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana

yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan

didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7

(tujuh) tahun atau lebih. Oleh karena itu dilakukan penulisan hukum dalam

bentuk skripsi “Penggunaan Kriteria Ancaman Delik dalam Sistem

Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan sistem diversi bagi anak sebagai pelaku atas

dugaan delik narkotika yang memiliki ancaman pidana minimal dan

ancaman pidana maksimal?

2. Bagaimana fungsi diversi apabila jaksa penuntut umum memberikan

dakwaan berlapis dengan menggunakan delik di bawah 7 tahun dan delik

di atas 7 tahun bagi anak yang melakukan delik narkotika berdasarkan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Sistem Peradilan Pidana

anak

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, tujuan dari penulisan hukum ini

adalah sebagai berikut:

1.  Untuk mengetahui bagaimana cara menerapkan sistem diversi dengan

ancama pidana maksimum atau minimum terhadap deli narkotika pada

anak

2.  Untuk menegtahui bagaimana konsekuensinya apabila jaksa memberi

dakwaan dengan ancaman pidana diaatas 7 tahun pada anak yang

melakukan delik narkotika
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D. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian Yuridis Normatif yaitu

mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan mengenai pelacuran dan

perjudian, selain itu juga studi kasus serta mengkaji lebih jauh pendapat

para ahli Hukum Pidana yang relevan dengan topik kajian penelitian ini.

Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu suatu metode

dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama

data sekunder atau bahan. pustaka. 10 Menurut Soetandyo Wignjosoebroto

metode penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian atas hukum

yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh

pengkonsep dan/atau pengembangannya.

Tahapan penelitian yang dilakukan adalah mengumpulkan sumber

data sekunder yang terdiri dari, bahan-bahan hukum primer (primary

sources or authorities), seperti perundang-undangan maupun perjanjian

yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum sekunder

(secondary sources or authorities), yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya

dengan bahan-bahan hukum primer, seperti makalah dan buku-buku yang

ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum (law

reform organization).11

Sumber Hukum Primer :

Peraturan perundang-undangan yang akan dipakai adalah Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anaka, Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Mahkamah

Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam

Sistem Peradilan Anak. Kemudian, buku yang akan dipakai adalah buku

yang berkaitan dengan bidang Hukum Pidana Anaka, keadilan restorative,

narkotika di Indonesia, dan bidang lainnya yang relevan.

10 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT RajaGrafindo
Persada, Jakarta, 2013. Hal 13.
11 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung,
2006, Hal 134.
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E. Sistematika Penulisan Hukum

BAB I : LATAR BELAKANG

Bab ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang

masalah yang diteliti oleh penulis, lalu dilanjutkan dengan identifikasi

masalah hukum, tujuan penelitian, dan yang terakhir pada bab ini adalah

sistematika penulisan.

BAB II : DIVERSI BAGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN

HUKUM

Bab ini berisi mengenai definisi diversi, penerapan sistem diversi, kriteria

diversi dalam penerapan terhadap tindak pidana narkotika anak serta

bagaimana pelaksanaan diversi baik ditingkat penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan perkara.

BAB III : SISTEM SANKSI DALAM TINDAK PIDANA

NARKOTIKA

Bab ini berisi mengenai sistem sanksi dalam tindak pidana narkotika,

penerapan tindak pidana narkotika di Indonesia serta pemahaman

mengenai ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana

narkotika.

BAB IV : DIVERSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

ANAK

Bab ini berisi kajian terhadap BAB II dan BAB III untuk menjawab

rumusan masalah yang dipertanyakan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran penulis sebagai hasil dari penelitian

yang dilakukan.
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